



   ABSTRAK 
ARI IRAWAN, Nomor Pokok E121 07 620, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul : 
“ANALISIS PELAKSANAAN LAYANAN PUBLIK DI KANTOR 
KECAMATAN MOYO HILIR, SUMBAWA BESAR, NUSA TENGGARA 
BARAT” di bawah bimbingan H. A. Gau Kadir dan  
Hj. Rabina Yunus.   
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
layanan public khusunya dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) 
di Kantor Kecamatan Moyo Hilir dan factor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan pelayanan tersebut. Tipe penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif 
dengan dasar penelitian survey. Teknik pengumpulan data dengan 
mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang di teliti, 
kuisioner, dan wawancara dimana peneliti mengadakan Tanya jawab 
langsung dengan responden maupun informan sehubungan dengan 
masalah yang diteliti serta di tunjang oleh data sekunder. Adapun yang 
menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masayarakat yang telah dan 
sedang mebuat Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Moyo Hilir dengan 
penarikan sampel mengunakan teknik purposive sampel, kemudian hasil 
dari data tersebut dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk 
table frekuensi. 
Dari hasil penelitian menujukan bahwa Kantor Kecamatan Moyo 
Hilir telah Melaksanakan Pelayanan khusunya dalam pelayanan penbutan 
Kartu Tanda Penduduk dengan baik. Hal ini terbukti dengan hasil survey 
yang menujukan tingakat kepuasan masayarakat yang baik. Adapun 
factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan public dalam 
pembuatan Kartu Tanda Penduduk adalah Sumber Daya Manusia Kanto 
Kecamatan Moyo Hilir, sarana dan prasarana, perilaku masyarakat, 












                        ABSTRACT 
 
ARI IRAWAN, registration number E121 07 620, Government 
Science Program Administration Department of Political Science, Faculty 
of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, writing his thesis 
with the title: "ANALYSIS OF PUBLIC SERVICE DISTRICT OFFICE IN 
THE DOWNSTREAM MOYO, SUMBAWA BESAR, NUSA TENGGARA 
BARAT" under the guidance of H. A. Gau Kadir and 
Hj. Rabina yunus. 
This paper aims to describe the implementation of public services 
especially in the service of National Identity Card (KTP) in Moyo Hilir 
District Office and the factors that affect the implementation of these 
services. This type of research used in this study is to use the descriptive 
type with basic survey research. Data collection techniques by conducting 
direct observation of objects in meticulous, questionnaires, and interviews 
where penelitimengadakan question and answer directly to the respondent 
or informant in connection with the problem under study and is back by 
secondary data. As for the population in this study is a society that has 
and is producing an Identity Card in Moyo Hilir subdistrict with sampling 
using purposive sampling techniques, then the results of the data is 
analyzed qualitatively and quantitatively in terms of the frequency table. 
From the research addressed that Moyo Hilir District Office has 
Implement Services penbutan especially in the service identity cards well. 
This is evidenced by the results of the satisfaction survey that addressed 
tingakat good society. The factors that affect the implementation of the 
public service in the manufacture of identity cards is the Kanto District 
Human Resources Moyo Hilir, facilities and infrastructure, people's 









   BAB I 
 PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang  
Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok    
aparatur, sebagai abdi negara masyarakat. Tugas ini telah digariskan 
dalam UUD 1945 alinea ke empat, yaitu melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan 
kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Beberapa pakar berpendapat 
bahwa peranan pemerintah harus berfokuskan pada upaya 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain pemebrdayaan 
dan pembangunan. 
Tugas pokok pemerintahan modern menurut Rasyid ( 1997, 
11) pada hakekatnya adalah pelayanan pada masyarakat, dengan kata 
lain, ia tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi 
untukmelayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang 
memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan 
kemapuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Aparat 
pemerintah sebagai elemen pemerintahan harus dapat memberikan 
pelayanan kepada publik atau warga engara. 
Untuk terwujudnya good governance dalam menjalankan 




kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan 
akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, 
transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Dan atas dasar itu pemerintah 
membentuk Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik. 
Satu hal yang hingga saat ini seringkali masih menjadi 
masalah dalam kaitannya dalam hubungan antar rakyat dan 
pemerintah di daerah adalah dalam bidang public service (pelayanan 
umum), terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur 
pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sebagai service provider 
(penyedia jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan 
yang semakin berkualitas. Apalagi dalam menghadapi kompetisi di era 
globalisasi, kualitas dan pelayanan aparatur pemerintah akan semakin 
ditantang untuk semakin optimal dan mampu menjawab tuntutan yang 
semakin tinggi dari masyarakat, baik dari segi kualitas maupun dari 
segi kuantitas pelayanan. 
Birokrasi sebagai penyedia layanan merupakan institusi yang 
dibentuk untuk mengakomodasi semua kepentingan rakyat, maupun 
pemerintah dalam pelaksanaan tugas-tugas negara yang kompleks. 
Nilai akomodasi dan kepentingan rakyat yang kolektif sifatnya serta 
teratur, secara inhern mengandung nilai demokratisasi. Persoalannya 
terletak ketika kedudukan strategis ini mengalami distorsi ditengah 




Weber bukan kesalahan konsep, akan tetapi kesalahan pada 
pelaksanaannya, sehingga bukan konsep yang harus direvisi 
melainkan pelaksanaan yang harus diperbaiki.  
Mengingat Kecamatan adalah ujung tombak yang langsung 
bersentuhan dengan masalah-masalah masyarakat, maka buruknya 
profesionslisme pegawai pada tingkat kecamatan akan mempengaruhi 
citra pelayanan publik di mata masyarakat secara umum. Artinya jika 
pelayanan di tingkat Kecamatan baik, maka secara umum tanggapan 
masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik tersebut akan tertuju 
kepada pucuk kepemimpinan pada saat itu dan begitu pula sebaliknya.    
Selama ini, umumnya masyarakat mengkonotasikan 
pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada 
masyarakat cenderung kurang bahkan tidak berkualitas. Hal ini dapat 
di lihat dari masih banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat 
kepada aparatur pemerintah yang memberikan layanan kepada 
masyarakat. Salah satu keluhan yang sering terdengar dari 
masyarakat yang berhubungan dengan aparatur pemerintah karena 
suatu urusan adalah selain berbelit-belit akibat birokrasi yang kaku, 
juga perilaku oknum operatur yang memberikan layanan kepada 
masyarakat kadang kala kurang bersahabat sehingga sering terjadi 
perang mulut bahkan kadang sampai terjadi hal – hal yang kurang 




Realita yang terjadi dalam pelayanan publik saat ini butuh 
kepedulian dari kalangan aparatur itu sendiri, sehingga dalam 
memberikan layanan kepada masyarakat benar – benar prima. 
Keperimaan ini pada gilirannya akan mendapatkan pengakuan atas 
kualitas pelayanan yang datang dari masyarakat itu sendiri. Untuk itu 
perlu di kaji secara mendalam tentang kategori yang memuaskan 
masyarakat pelanggan agar sesuai dengan perubahan masyarakat 
yang cenderung tidak terhindarkan, sehingga peningkatan kualitas 
pelayanan pada masyarakat dalam menghadapi era glabalisasi 
sangan memerlukan sebuah strategi, mulai dari strategi perancangan 
pelayanan yang memadai dalam manajemen modern hingga kepada 
implementasi dari rancangan terhadap kualitas layanan. 
Permasalahan dalam hal pelayanan memiliki dimensi yang 
sangat luas dengan aneka ragam corak pelaksanaan diberbagai 
keadaan. Apabila kita mampu memngukur kondisi kualitas pelayanan 
publik, dalam hal ini tentunya bukan hanya pada kantor camat saja 
tetapi pada setiap institusi pemerintah yang secara langsung 
memberikan pelayanan publik yang berlaku di lingkungan masing – 
masing. Dengan kata lain, tugas pemerintah adalah membantu 
masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri (helping people to 
help themselves). Untuk itu sesuai dengan Perda Kabupaten 
Sumbawa Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pembentukan , Susunan, 




merupakan perangkat kabupaten yang mempunyai wilayah kerja 
tertentu, yang di pimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah bertugas 
melaksanakan sebagian kewenangan yang limpahkan  oleh Bupati 
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dengan 
memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. 
Berbagai fenomena menggambarkan betapa buruknya 
kualitas pelayanan publik selama ini yang dinikmati oleh masyarakat. 
Sudah sejak lama masyarakat mengeluh terhadap penyelenggaraan 
pelayanan publik yang di rasakan amat jauh dari harapan. Tetapi 
sejauh ini ternyata tidak ada perbaikan yang berarti dalam 
pelaksanaan layanan publik. Untuk menghindari kesan yang negatif ini, 
maka mau tidak mau pelayanan di Kantor Camat Moyo Hilir harus 
dapat bekerja secara profesional, dalam pengertian bahwa meskipun 
terjadi penambahan rantai birokrasi, namun dalam proses penyelsaian 
jasa pelayanan dapat di lakukan secara lebih cepat dengan kualitas 
yang lebih baik pula. Adapun jenis pelayanan yang ada pada Kantor 
Kecamatan Moyo Hilir adalah sebagai berikut : Bidang Pemerintahan, 
terdiri atas, Pelayanan KTP dan KK, Bidang Pembangunan adalah 
pelayanan IMB dan surat kererangan tanah, Bidang Umum adalah 
pelayanan surat keterangan ahli waris, surat keterangan kelahiran, 




KTP yang diterima oleh masyarakat belum sepenuhnya 
memuaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat 
dilihat dari masih banyaknya keluhan masyarakat yakni waktu 
penyelsaian yang kurang jelas sehingga menyulitkan masyarakat. 
Pada dasarnya penelitian tentang pelaksaan layanan publik 
ini penting untuk dilakukan, dikarenakan masayarakat sebagai 
customer service belum merasa puas dari segi waktu, dan mutu 
pelayanan yang selama ini di berikan. Untuk itu penelitian ini ditujukan 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama yg di 
laksanakan di kantor Camat Moyo Hilir 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengambil 
judul “ Analisis Pelaksanaan layanan Publik  di Kantor Camat 
Moyo Hilir, Subawa Besar, Nusa Tenggara Barat “ 
 
1.2   Rumusan Masalah 
Dari apa yang uraian di atas, maka dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
a. Bagaimana pelaksanaan layanan publik dalam pelayanan 
KTP di  Kecamatan Moyo Hilir? 
b. Apa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan 





1.3   Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan: 
a. Untuk mengetaui sejauh mana tercapainya pelayanan publik 
khusunya dalam pembuatan KTP di Kantor Kecamatan 
Moyo Hilir. 
b. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi 
pelaksanaan layanan publik khususnya dalam pembuatan 
KTP di Kantor Camat Moyo Hilir. 
1.4    Manfaat penelitian yaitu: 
a. Dari aspek teoritis akan di peroleh pemahaman baru yang 
terkait dengan pelayanan publik khususnya tentang 
pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintahan 
pada kantor Kecamatan Moyo Hilir  
b. Dari aspek praktis diharapkan dapat memberi sumbangan 
pemikiran terhadap para penyelengara pemerintahan, 
khususnya dalam meningkatkan pelayanan umum dalam 
rangka peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.  
1.5  Kerangka Konseptual 
Menjawab tuntutan reformasi dan pelaksanaan otonomi 
daerah, sangat diharapkan, terjadinya sebuah pelayanan yang 
berkualitas (bermutu) yaitu efesien, efektif, ekonomis dan prima. Untuk 
mencapai hal tersebut maka sangat dibutuhkan terciptanya sebuah 




Pada penelitian ini kita membatasi pada pelayanan publik  
Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang merupakan dokumen penting bagi 
warga negara khususnya masayarakat di kecamatan moyo hilir, 
dimana nilai ukur pelayanan untuk mencapai kepuasan masayarakat 
yaitu Berdasarkan Keputusan Men.PAN Nomor: 
63/KEP/M.PAN/7/2003. 
Dengan terus mempertimbangkan faktor – faktor yang 
bepengaruh terhadap efektifitas pelayanan, yakni sumber daya 
manusia, sarana/prasarana dan kajian dari kualitas pelayanan yang di 
lakukan dapat terlihat dengan jelas pada bagan kerangka konsep 
berikut. Dimana penulis memberikan penekenan – penekanan tertentu 
pada pembahasan kajian yang menjadi fokus dari penelitian ini.   





































Pelaksanaan layanan Publik 
Di Kecamatan Moyo Hilir 
- Pelayanan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) 
 
Kepuasan masyarakat terhadap 






Faktor – faktor yang 
mepengaruhi 








1.6  Metode Penelitian 
    1.6.1 Lokasi penelitian 
 Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di    
Kecamatan   Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa besar. 
    1.6.2  Tipe penelitian dan dasar penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis mengunakan tipe penelitian 
deskriptif. Hal ini di dasarkan pada tujuan penelitian yang 
bermaksud menggambarkan , mendeskripsikan dan bermaksud 
menginterpretasi masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan 
layan publik di Kantor Kecamatan Moyo Hilir khusunya dalam 
pelayanan pembuatan KTP 
Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan mengumpulakan dan 
menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu dengan 
memilih data atau ruang lingkup tertentu terkait dengan fokus 
penelitian dengan sampel yang dianggap refresentatif. 
      1.6.3 Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untuk 
mengumpulkan bahan – bahan yang berhubungan dengan 
penelitian yang berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang 
sifatnya valid (sebenarnya), realible (dapat dipercaya), dan 




 a. Studi Lapang, yaitu penulis langsung melakukan penelitian 
pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik 
pengumpulan data study lapang ditempuh dengan cara 
sebagai berikut : 
1. Observasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang    
dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan 
secara langsung terhadap obyek-obyek penelitian. 
2.  Interview, yaitu melakukan wawancara langsung 
terhadap beberapa orang informan yang dianggap 
layak memberikan informasi sehubungan dengan 
aspek-aspek permasalahan yang diteliti. 
3.  Kuesioner atau daftar pertanyaan yaitu teknik 
pengumpulan data dengan menyebarkan angket atau 
kuesioner kepada responden. Teknik ini digunakan 
untuk memperoleh data yang berkenaan kualitas 
pelayanan publik khususnya dalam pembuatan KTP 
di Kantor Kecamatan Moyo Hilir. 
4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa 
catatan-catatan mengenai kualitas pelayanan publik 
khususnya dalam pembuatan KTP di Kantor 





b. Studi Pustaka, yaitu dengan membaca buku, majalah, 
suratkabar, dukumen – dokumen, undang – undang dan 
media informasi lain yang berhubungan dengan masalah 
yang diteliti.   
 1.6.4 Populasi dan Sampel 
a.Populasi 
      Karena penelitian ini untuk mengetahui pelaksaan 
layanan publik di Kantor Kecamatan Moyo Hilir khususnya 
pelayanan KTP maka populasi dalam penelitian ini adalah 
masyarakat yang sedang dan telah melakukan permohonan 
layanan administrasi pembuatan KTP . 
             b.Sampel 
     Mengenai pemilihan sampel populasi (responden dan 
informan) pada penelitian ini akan digunakan teknik purposive 
sampling. Teknik purposive sampling yaitu metode atau 
teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan 
penelitian dan hanya mengambil beberapa unit sampel saja 
yang diambil secara langsung dan dianggap mewakili dan 
mengetahui permasalahan.  
 Adapun Informan  yang dipilih yaitu:  
- Camat Moyo Hilir                                1 Orang 





 Adapun Responden  Yang dipilih yaitu: 
- Staf Kecamatan                                                      4 Orang 
- Masyarakat Moyo Hilir                              40 Orang 
               46 Orang 
1.6.5   Jenis Data 
a. Data primer 
Yaitu data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian 
observasi, dan  data hasil wawancara. 
b. Data Sekunder  
Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada,  
maupun perpustakaan yang berhubungan dengan masalah 
penelitian yang dibahas. 
 
1.6.6   Teknik Analisis Data 
  Data yang terkumpul akan dianalisa dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan 
menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dari 
sejumlah data dengan dukungan tabel frekuensi yang 
sederhana dari beberapa variabel pendukung yang dijadikan 
indikator dalam penelitian ini.   
  Kemudian jawaban atas semua pertanyaan diberi 




untuk memperoleh kesimpulan digunakan perhitungan skor, 
adapun rumus skor yang digunakan adalah:  





= Nilai skor 
Keterangan: 
i   = nilai skala Liker 
f   = frekuensi 
i.f = nilai skala liker x frekuensi 
Selanjutnya skor yang diperoleh dikategorikan sebagai berikut: 
1) Rata-rata    >3.00   : dengan kategori “tinggi” 
2) Rata-rata 2.0 – 3.00  : dengan kategori “sedang” 
3) Rata-rata    <2.00     : dengan kategori “rendah” 
 
1.6.7   Definisi Operasional 
 Untuk memberikan suatu pemahaman agar 
memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan 
beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang 
dioperasionalkan melaui beberapa indikator sebagai berikut: 
a. Pelaksanaan 
Pelaksanaan dalam hal ini adalah bagaiamana 
aparatur pemerintah melakukan atau menjalankan 
pelayanan publik di Kantor Kecamatan Moyo Hilir 




pelayanan yang prima dilihat dari kepuasan masayarakat 
dengan indeks kepuasan masayarakat. 
b. Pengertian Pelayanan publik 
 Pelayanan publik yang dimaksud adalah kegiatan 
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dan yang 
akan dibahas adalah pelayanan administratif oleh Kator 
Kecamatan Moyo Hilir khusnya dalam dalam pembuatan 
Kartu Tanda Penduduk (KTP).  
c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah nama resmi 
kartu identitas seseorang di Indonesia yang diperoleh 
setelah seseorang berusia di atas 17 tahun. KTP berlaku 
selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan 
dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. 
Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, 
mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang 
setiap lima tahun sekali. KTP berisi informasi mengenai 
sang pemilik kartu, termasuk: nama lengkap, Nomor Induk 




agama, golongan darah, kewarganegaraan, foto, tanda 
tangan atau cap jempol. 
d. Kepuasan Masyarakat 
 Kepuasan masyarakat dalam pelayanan KTP dapat 
diukur dari tercapainya sasaran dan tujuan yang ditetapkan 
sebelumnya. Kepuasan masyarakat dalam pelaksaanaan 
layanan publik dapat diukur dengan Berdasarkan 
Keputusan Men.PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu 
Prosedur pelayanan, Persyaratan pelayanan, Kejelasan 
petugas pelayanan, Kedisiplinan petugas pelayanan, 
Tanggung jawab petugas pelayanan, Kemampuan petugas 
pelayanan, Kecepatan pelayanan, Keadilan mendapatkan 
pelayanan, Kesopanan dan keramahan petugas, Kewajaran 
biaya pelayanan, Kepastian biaya pelayanan, Kepastian 









GAMBARAN UMUM  LOKASI PENELITIAN 
Pada bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara 
umum tentang lokasi penelitian. Maka, akan diuraikan secara deskriptif 
keadaan geografis, demografi, keadaan ekonomi, keadaan social budaya 
yang meliputi kehidupan beragama, pendidikan, adat istiadat, dan 
kesehatan masyarakat, serta juga akan dibahas mengenai gambaran 
pemerintahan Kecamatan Moyo Hilir. 
3.1. Gambaran Umum Kecamatan Moyo Hilir 
3.1.1. Keadaan geografis 
Kecamatan Moyo Hilir merupakan satu dari 24 
Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sumbawa Besar. 
Kecamatan Moyo Hilir berada pada ketinggian 75 meter di 
atas permukaan air laut, dengan luas wilayah 186,79 km² dan 
batasan dengan wilayah kecamatan lain, diantaranya : 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Moyo 
Utara 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Moyo 
hulu dan lopok 
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lape 
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumbawa 




 Kecamatan Moyo Hilir terdiri dari 9 desa definitif, 1 
desa persiapan,   dan 146 rukun tetangga.. Jalan yang 
menghubungkan Kecamatan Moyo Hilir dengan kecamatan 
lainnya sudah cukup memadai, dengan adan ya jalan aspal 
arus transportasi darat berjalan lancar. Tapi ada juga 
perbaikan jalan yang sekarang berlangsung diakibatkan cuaca 
alam yang tidak menentu yang diakibatkan oleh longsor dan 
sebagainya, Demikian juga dengan jalan-jalan yang 
menghubungkan antar desa, sebagian besar  masih dalam 
proses pembuatan. 
Dari luas wilayah lebih dari 20 persen dijadikan lahan 
sawah sedangkan sisanya adalah lahan kering. Banyaknya 
lahan sawah secara tidak langsung dipengaruhi adanya faktor 
alam seperti iklim dan faktor buatan seperti adanya 
bendungan. 
3.1.2.  Demografi  
Kecamatan Moyo Hilir di huni oleh sebagian besar suku 
Sasak dan selebihnya merupakan pendatang. Keadaan dan 
perkembangan penduduk dengan segala aktivitasnya 
merupakan data atau informasi yang dapat diolah oleh 
pemerintah setempat sehingga dapat digunakan unutk 
merencanakan dan menentukan sasaran pembangunan demi 




Jumlah penduduk Kecamatan Moyo Hilir menurut 
Koordinator Statistik Kecamatan Moyo Hilir  sampai akhir 
bulan Desember  2012 adalah 24.080 jiwa dengan kepadatan 
per km² mencapai 118 jiwa. yang terdiri dari: 
1. Penduduk laki-laki sebanyak 11.754 jiwa. 
2. Penduduk perempuan sebanyak 12.326 jiwa. 
                               Tabel 3.1 
Data Jumlah Penduduk Kecamatan Moyo Hilir 
             Kabupaten Sumbawa Besar 
No Desa Luas (Km²) 
Penduduk Penduduk 
Lk Pr Jumlah 
1 Serading 26,24 1180 1174 2354 
2 Kakiang 37,69 1406 1462 2868 
3 Moyo 11,3 1420 1594 3014 
4 Poto 13,67 2102 2154 4256 
5 Berare 5,31 1211 1296 2507 
6 Ngeru 23,14 820 884 1704 
7 Olat Rawa 36,04 1157 1163 2320 
8 Batu Bangka 16,77 903 990 1893 
9 Moto Mekar 4,7 780 833 1613 
10 Pers. Labuhan Ijuk 11,93 775 776 1551 
  Jumlah 187,79 11754 12326 24080 
  Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Moyohilir 2012 
3.1.3. Keadaan ekonomi/ Profesi Masyarakat 
Secara garis besar kondisi perekonomian di Kecamatan 





Sektor pertanian merupakan sumber utama 
pendapatan penduduk dimana hampir seluruh wilayah 
Kecamatan berupa hamparan pertanian. Sebagian besar 
penduduk bekerja sebagai petani dengan membuka lahan 
sawah / huma dan ladang. Untuk sektor peternakan hanya 
sedikit dari jumlah penduduk, dimana bidang peternakan yang 
dikembangkan adalah ternak sapi, kerbau, kuda, kambing dan 
ayam. Sedangkan untuk sektor perikanan dan budi daya 
rumput laut untuk Kecamatan Moyo Hilir berada pada 3 (tiga) 
desa yaitu Desa Batu Bangka (Dusun Prajak), Desa Olat 
Rawa, dan Desa Labuan Ijuk, yang berdekatan secara 
langsung pada sumber perikanan laut, dimana sumber mata 
pencaharian penduduk dari desa atau dusun tersebut adalah 
sebagai nelayan. Sedangkan suber perekonomian lainnya 
adalah bidang pertanian dan perdagangan sekalakecil. 
Perkembangan kegiatan ekonomi di Kecamatan Moyo Hilir 
dalam investasi : 
1.  Sektor Pertanian,  
a. Meningkatkan produksi pertanian melaui usaha 
diverisifikasi, intensifikasi, ekstensi dan rehabilitasi.  
b.  Meningkatkan alat mesin pertanian melaui kelompok 




c. Meningkatakan kemapuan petani dalam penguasaan 
dan penerapan teknologi pertanian yang berwawasan 
lingkungan. 
 2.  Sektor Perdagangan 
a. Memeperlancar arus barang barang dan jasa serta 
meningkatkan daya saing produk pertanian dan 
peternakan. 
b. Meningkatkan pendapat produsen terutama petani 
dan nelayan. 
c. Kerja sama pada kemitraan antara usaha – usaha 
besar, menengah, dan kecil. 
d. Terciptanya system perdagangan yang makin efesien 
dan efektif, mampu memanfaatkan dan memperluas 
pasar serta membentuk harga yang wajar dan saling 
menguntungkan antara produsen dan konsumen. 
3.1.4. Keadaan Sosial Budaya 
a. Kehidupan beragama 
Penduduk di Kecamatan Moyo Hilir mayoritas 
memeluk agama Islam. Sehingga sarana ibadah yang 




untuk pemeluk agama Islam saja yaitu sebanyak 34 Masjid, 
dan 13 Langgar/Mushalla. 
Tabel 3.2 
Jumlah tempat ibadah di wilayah Kecamatan Moyo Hilir 
No. Tempat ibadah Jumlah 
(Unit) 
1. Masjid          34 
2. Surau/Langgar         13 
3. Tempat ibadah agama lain        - 
Jumlah       47   
Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Moyo Hilir 2012 
Melihat sebagian besar penduduk Kecamatan Moyo 
Hilir merupakan pemeluk agama Islam, maka kerjasama 
antar masyarakat sangat mudah dilakukan. Seperti 
sosialisasi melalui tempat-tempat ibadah yang ada. Oleh 
karena itu, jumlah tempat ibadah sangat mendukung dalam 
proses penyampaian informasi kepada masyarakat, Adapun 
masyarakat yang menyandang status non muslim sangat 
menghormati masyarakat yang memeluk agama islam dan 
ini yang membuat masyarakat Moyo Hilir menjadi tentram 
dalam bermasyarakat satu sama lain.  
b. Pendidikan 
Pendidikan sebagai sarana penunjang pembangunan 
sangat penting artinya untuk membentuk manusia yang 




luas dan berkepribadian. Keadaan tingkat pendidikan 
masyarakat Kecamatan Moyo Hilir cukup beragam, ada 
tamatan SD, SLTP, SMU dan ada juga yang sampai tingkat 
perguruan tinggi. Keadaan social budaya masyarakat 
Kecamatan Moyo Hilir dipengaruhi oleh tingkat pendidikan  
masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari pola pikir dan 
wawasan masyarakat sangat dipengaruhi sejauh mana 
pengetahuan masyarakat terhadap suatu masalah. Oleh 
karena itu, pendidikan sangat penting bagi kemajuan 
kehidupan suatu bangsa baik melalui jalur formal maupun 
non formal. 
Untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang 
berkualitas dan berpotensi harus didukung  oleh fasilitas atau 
sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Moyo Hilir 
antara lain sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, 
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah 
Umum. 
Melalui sarana dan prasarana pendidikan yang ada, 
diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh 
pendidikan dari  tingkat terendah sampai tingkat yang 
tertinggi. Keberadaan fasilitas atau sarana dan prasarana 
pendidikan ini sangat dipengaruhi oleh peran serta 




dalam mendorong pembangunan pada bidang pendidikan. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut: 
Tabel 3.3 
Sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Moyo Hilir 
No. Jenis Sarana Pendidikan Jumlah 
(unit) 
1. Taman Kanak-kanak 14 
2. Sekolah Dasar 28 
3. SLTP/sederajat 7 
4. SMU/sederajat 3 
  Jumlah 52 
         Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa 2012 
Dari table di atas dapat di lihat Sekolah dasar Sara 
pendidikan yang paling banyak terdapat di kecamatan Moyo 
Hilir yaitu berjumlah 28 unit disusul TK sebanyak 14 Unit, 
SLTP sebanyak 7 dan SMU 3 unit. 
c. Kesehatan masyarakat 
Dalam upaya peningkatan kesehatan di Kecamatan 
Moyo Hilir, sarana dan prasarana kesehatan sangat  
menunjang peningkatan kesehatan.  Di samping itu, 
penyediaan sarana dan prasarana kesehatan untuk 
peningkatan pelayanan kesehatan harus diikuti penyediaan 
tenaga kesehatan yang memadai. Upaya menekan tingkat 
kelahiran dan melembagakan keluarga kecil yang sejahtera 




pemerintah dalam menggalakkan Keluarga Berencana 
sangat dibutuhkan. 
Adapun fasilitas kesehatan yang terdapat di 
Kecamatan Moyo Hilir dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini: 
                    Tabel 3.4 
                   Fasilitas kesehatan di Kecamatan Moyo Hilir 
  Jenis Fasilitas Jumlah 
(unit) 
1. Rumah sakit 1 
2. Puskesmas 15 
3. Posyandu 24 
Jumlah 40 
                Sumber:  Koordinator Statisik Kecamatan Moyo Hilir 2012 
3.2. Gambaran Pemerintahan Kecamatan Moyo Hilir 
3.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Moyo Hilir 
Struktur organisasi merupakan kerangka yang 
menggambarkan tata cara  mengatur hubungan antara anggota 
dalam organisasi berdasarkan jabatan yang diemban. Struktur 
organisasi juga menunjukkan kerangka dan susunan dalam 
melaksanakan tugas dan koordinasi kerja yang jelas antara 
masing-masing pemegang jabatan dalam pekerjaan sehari-hari. 
Dengan melihat struktur organisasi, maka kedudukan masing-




tidak teratur dapat menghambat kelancaran tugas yang akan 
dilaksanakan. 
Ketentuan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah 
kecamatan diatur oleh pemerintah daerah dalam Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Sumbawa. 
Apabila digambarkan secara rinci, maka struktur organisasi 
kantor Kecamatan Moyo Hilir dapat diuraikan sebagai berikut: 
Kecamatan Moyo Hilir dipimpin oleh seorang Camat. Untuk 
membantu tugas seorang Camat di dalam menjalankan roda 
pemerintahan, camat dibantu oleh seorang Sekretaris Camat, 
Kasi Pemerintahan, kasi ketentraman dan ketertiban, kasi 
perekonomian, kasi kesejahteraan sosial, dan kasi 
pembangunan, jabatan fungsional, serta staf pelaksana. 
Dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah kecamatan 
berpedoman penuh kepada peraturan daerah Kabupaten 
Sumbawa Besar. Camat Moyo Hilir bertanggung jawab 
memimpin dan membina bawahannya, serta memberikan 








a. Kedudukan Tugas dan Fungsi 
1. Camat Moyo Hilir 
Kecamatan Moyo Hilir merupakan perangkat daerah 
Kabupaten Sumbawa. Camat berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 
Sesuai Peraturan Pemerintah Kabupaten Sumbawa 
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Sumbawa 
pada pasal 3 yang menjelaskan bahwa kecamatan dipimpin 
oleh seorang Camat yang mempunyai tugas melaksanakan 
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati 
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah 
beradasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Camat 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang 
fungsinya meliputi: 
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman 




c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan  
peraturan perundang-undangan, 
d. Mengkoordinasikan  pemeliharaan prasarana dan 
fasilitas pelayanan umum, 
e.  Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 
pemerintah di tingkat Kecamatan. 
f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa/Kelurahan, 
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi 
ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat 
dilaksanakan Pemerintahan desa /kelurahan, 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2. Sekretaris Camat 
Sekretaris camat Kecamatan Moyo Hilir adalah unsur 
staf yang berada di bawah Camat Moyo Hilir. Sekretaris 
mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan 
penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi 
administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan 
keuangan, serta menyusun laporan pelaksanaan tugas. 
Sesuai Peraturan Pemerintah Kabupaten Sumbawa 
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 




pada pasal 7 ayat (3), menjelaskan bahwa fungsi sekretaris 
antara lain: 
a. Penyusunan rencana dan program kerja berdasarkan 
tugas pokok dan fungsinya, 
b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai bidangnya, 
c. Pemberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan 
tugas  dapat berjalan lancar, 
d. Penilaian hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi 
hasil pelaksanaan tugas, 
e. Pelaksanaan dan pengolahan manajemen 
kesekretariatan kecamatan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas, 
f. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, 
perlengkapan dan keuangan untuk menunjang 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, 
g. Pemberian pelayanan teknis administratif kepada camat 
dan seksi-seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas, 
h. Penginvertarisasian, mengelolah, dan mengevaluasi data 
baik pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan 
serta informasi untuk pembinaan penyelenggaraan tugas 
umum kecamatan, 
i. Pemberian saran kepada camat berdasarkan tugas 




j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan, 
k. Penyusunan laporan sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
3. Kasi Pemerintahan 
Kasi pemerintahan adalah unsur pelaksana 
pemerintah kecamatan di bidang pemerintahan, dipimpin 
oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas 
melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan 
pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, 
pembinaan kerukunan hidup beragama, pengkoordinasian 
kegiatan instansi pemerintah, pembinaan administrasi 
kelurahan, serta pembinaan administrasi kependudukan. 
Fungsi kepala seksi pemerintahan Sesuai Peraturan 
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan 
Kelurahan Daerah Kabupaten Sumbawa pada pasal 8, 
antara lain: 
a. Penyiapan bahan program kerja berdasarkan tugas 
pokok dan fungsinya, 
b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai bidangnya, 
c. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan 




d. Penilaian hasil kerja bawahan dengan cata mengevaluasi 
hasil pelaksanaan tugas, 
e. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan ideologi 
negara dan kesatuan bangsa, 
f. Pengumpulan dalam rangka fasilitasi pembinaan 
kerukunan hidup antar umat beragama, 
g. Penyusunan rencana pengkoordinasian kegiatan 
UPTD/instansi pemerintahdi kecamatan, 
h. Penyelenggaraan fasilitasi penataan kelurahan, 
i. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan lomba/penilaian 
kelurahan, 
j. Penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan, 
k. Pelaksanaan pendataan dan inventarisasi asey daerah 
dan kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah 
kecamatan, 
l. Pelaksanaan administrasi pemberian rekomendasi dan 
perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan 
fungsinya, 
m. Pemberian saran pada Camat berdasarkan tugas pokok 
dan fungsinya, 





o. Penyusunan laporan sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
4. Kasi Sosial dan Kemasayarakatan 
 Kesejahtraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Kasi 
yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan 
penyelengaraan pembinaan kemasyarakatan,fasilitas 
kegiatan organisasi social/kemasyarakatan,penanggulangan 
bencana alam, penanggulangan masalah social, 
penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana, serta 
fasilitasi peyelengaraan pendidikan, kesehatan, generasi 
muda, keolahragaan, kepramukaan, dan peranan wanita 
Fungsi kepala kasi kesos Sesuai Peraturan 
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 
Daerah Kabupaten Sumbawa pada pasal 11, antara lain: 
a. Penyusunan rencana dan program kerja berdasarkan 
tugas pokok dan fungsinya;  
b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai bidangnya; 
c. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan lancar; 
d. Penilaian hasil kerja bawahan dengan cara 




e. Penyusunan rencana pembinaan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat; 
f. Penyelengaraan fasilitasi kegiatan organisasi 
social/kemasyarakatan dan lembaga Swadaya 
masyarakat (LSM). 
g. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana 
alam di wilayah kecamatan 
h. Pelaksanaan penanggulangan masalah social, 
i. Pengumpulan bahan dan data kegiatan program 
pendidikan masyarakat, 
j. Pelaksanaan pembinaan kesehatan masyarakat dan 
lingkungan, 
k. Pelaksanaan pembinaan kegiatan program generasi 
muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta 
peranan wanita, 
l. Pelaksanaan administrasi, pemberian rekomendasi, dan 
perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan 
fungsinya, 
m. Pemberian saran pada camat berdasarkan tugas pokok 
dan fungsinya, 





o. Penyusunan laporan sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
Kasi ketentraman dan ketertiban umum dipimpin oleh 
seorang kepala Kasi yang mempunyai tugas melakukan 
penyusunan rencana dan terciptanya ketentraman dan 
ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan, 
pelaksanaan kantibnas dan keamanan lingkungan 
kemasyarakatan serta pengembangan kegiatan-kegiatan 
kemasyarakatan yang sifatnya tidak saling mengganggu dari 
setiap elemen masyarakat yang ada sehingga secara 
otomatis apa yang dilakukan oleh masyarakat terutama yang 
sifatnya keramaian menjadi suatu kegiatan yang lebih 
mengarah kepada kedamaian. 
Peraturan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Nomor 
11 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Sumbawa 
pada pasal 9, menjelaskan tentang fungsi seksi ketentraman 
dan ketertiban umum antara lain: 
a. Penyusunan rencana dan program kerja berdasarkan 
tugas pokok dan fungsinya. 




c. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan dengan lancar, 
d. Penilaian hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi 
hasil pelaksanaan tugas 
e. Pengumpulan bahan dalam rangka fasilitas dan 
koordinasi untuk terciptanya ketentraman dan ketertiban 
umum di wilayah kecamatan; 
f. Pengumpulan bahan bagi fasilitas penyelengaran 
keamanan di kelurahan; 
g. Penyusunan rencana bagi terciptanya ketentraman dan 
ketertiban umum dalam setiap aktivitas masyarakat. 
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan 
oleh atasan. 
i. Penyusunan sebagai.bahan pertangung jawaban 
pelaksanaan tugas. 
6. Kasi Ekonomi dan Pembangunan 
Kasi pembangunan adalah unsur  pelaksana 
pemerintah kecamatan di bidang pembangunan, dipimpin 
oleh seorang kepala Kasi yang mempunyai tugas melakukan 
penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengembangan 
pembangunan, pelaksanaan pembangunan swadaya 




dan kerusakan lingkungan, serta pembinaan dan 
pengawasan bangunan. 
Peraturan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Nomor 
11 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Sumbawa 
pada pasal 10, menjelaskan tentang fungsi seksi 
pembangunan antara lain: 
a. Penyusunan rencana dan program kerja berdasarkan 
tugas pokok dan fungsinya;  
b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai bidangnya; 
c. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan lancar; 
d. Penilaian hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi 
hasil pelaksanaan tugas; 
e. Penyusunan rencana bagi pelaksanaan fasilitasi dan 
koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah 
kecamatan, 
f. Penyusunan rencana fasilitasi pengembangan 
pembangunan kecamatan/kelurahan, 
g. Pengumpulan bahan bagi kegiatan koordinasi, 
pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-





h. Penyusunan rencana pelaksanaan pencegahan 
pengrusakan sumber daya alam yang membahayakan 
lingkungan, 
i. Penyusunan rencana pengkoordinasian pembangunan 
swadaya masyarakat, 
j. Pelaksanaan administrasi pengkoordinasian 
pembangunan swadaya masyarakat, 
k. Pemberian saran pada camat berdasarkan tugas pokok 
dan fungsinya, 
l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan, 
m. Penyusunan laporan sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
7. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas 
melaksakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai 
dengan keahlian dan kebutuhannya. 
a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, 
b. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang 
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh camat dan 




c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan 
kebutuhan dan beban kerja, 
d. Jenis dan jenjang fungsional diatur berdasarkan 
peraturan yang berlaku, 
e. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 
3.2.2. Sumber Daya Kecamatan Moyo Hilir 
 Jumlah perangkat Pemerintahan Kecamatan Moyo hilir 
adalah 17 ( tujuh belas ) orang terdiri dari : 
a. Delapan orang pejabat struktural 
b. Seblian orang staf Kecamatan 
Berikut daftar staf Kecamatan Moyo Hilir berdasarkan satuan 
kerja : 
Tabel 3.5 
Daftar Staf Kecamatan Moyo Hilir 
no Satuan Kerja Jumlah 
1 Seksi Pemerintahan 5 orang 
2 Seksi PMD 2 orang 
3 Seksi Pelayanan Umum 5 orang 
4 Seksi Kantibmas 2 orang 
5 Subag Keuangan 1 orang 
6 Subag Prencanaan 1 orang 
7 Subag Kepegawaian 1 orang 




Dari tabel diatas dapat di lihat, dalam segi jumlah 
Kecamatan Moyo Hilir sudah menunjang dalam kelancaran 
dalam pelaksanaan layanan publik. 
3.2.3. Jenis Pelayanan Publik di Kantor Camat Moyo Hilir 
Kantor Pemerintahan di Kecamatan Moyo Hilir merupakan 
satu wadah atau instansi yang pemerintah yang kedudukannya 
dibawah pemerintah Kabupaten Sumbawa yang memiliki tugas 
berkenan dengan pemberian pelayanan kepada masayarakat. 
Kegiatan atau aktivitas yang dijalankan di Kantor Kecamatan 
Moyo Hilir selain melakukan pendataan terhadap perkembangan 
penduduk setiap triwulan, semester atau tahunan juga melayani 
jenis permohonan yang berkenan dengan disiplin dan tertib 
aturan yang berlaku. Adapun wujud atau bentuk dari pelayanan 
umum yang dilayani oleh kantor pemerintahan sebagai salah 
satu instansi atau lembaga pemerintah Kabupaten Sumbawa, 
sebagai berikut : 
1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
 Kartu tanda penduduk merupakan suatu tanda pengenal 
atau identitas diri yang wajib dimilikioleh setiap warga Negara 
Inonesia yang telah menginjak usia dewasa yakni 17 tahun 
namun telah menikah maka wajib memiliki KTP. Pembuatan KTP 




pernikahan dan menjadi penduduk tetap dalam suatu daerah 
atau wilayah dalam hal ini adalah wilayah Kecamatan Moyo Hilir. 
 KTP berlaku dalam jangka waktu (lima) tahun dimana 
berawal dan berakhir pada tanggal dan bulan kelahiran. 
Perpanjang masa berlakunya KTP di lakukan selambat – 
lambatnya 14 hari sebelum batas masa berlakunya KTP 
tersebut. Namun bagi penduduk telah berusia lebih dari 60 tahun 
yang tidak terlibat dalam organisasi terlarang. Maka KTP akan 
berlaku seumur hidup sehingga tidak perlu lagi melakukan 
perpanjangan. 
 Adapun syarat – syarat dalam pembuatan KTP diuraikan 
sebagai berikut : 
a. Mengisi kartu permohonan yang telah di tandatangani 
pemohon, ketua RT/RW serta telah di tandatangani oleh 
Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan. 
b. Menunjukan kartu keluarga dan KTP yang lama, bagi 
calon pemohon baru cukup menunjukukan kartu keluarga 
saja. 
c. Menyerahkan foto ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar 







2.  Pembuatan Kartu Keluarga (KK) 
  Kartu keluarga menunjukan keabsahan hukum dari anggota 
– anggota keluarga yang dimiliki oleh setiap kepala keluarga. 
Dalam kartu keluarga ini, berisi tentang identitas kepala 
keluarga dan angota – angotanya secara lengkap. Dalam 
pembuatan KK harus di gandakan secara 4 (empat) rangkap 
masing – masing ditujukan untuk Kantor Kecamatan Moyo 
Hilir, Kantor Kepala Desa, RT/RW dan Kepala Keluarga yang 
bersangkutan. 
 KK harus selalu diperbaharui apabila terjadi perubahan data 
dalam keluarga seperti kelahiran, kematian, pindah dan 
penambahan anggota keluarga baru dimana waktu yang di 
tentukan untuk melaporkan adalah paling lambat selama 14 
hari sejak terjadinya perubahan tersebut. 
 Persyaratan yang diajukandan harusdipenuhi dalam 
pembuatan KK adalah sebagai berikut : 
a. Memiliki surat pengantar dari kelurahan 
b. Menyerahkan kartu keluarga lama yang akan ditarik dari 
kecamatan. 
c. Memiliki surat keterangan ijin menetap sementara dari dinas 
catatan sipil dan kependudukan atau surat pindah dari camat 




d. Kartu keluarga baru yang telah diisi dan dilegalisasi RT/RW 
dan Lurah/Kepala Desa setempat. 
e. Bagi WNA harus memiliki Surat Bukti Pendaftaran Orang 
Asing (SBPOA). 
f. Bagi WNA keturunan harus memiliki surat keterangan 
pelaporan kewarganegaraan Indonesia. 
3. Pembuatan Keterangan Pindah Penduduk 
  Ketentuan – ketentuan yang diberlakukan bagi pemohon 
pembuatan keterangan pindah dari Kecamatan Moyo Hilir dalah 
sebagai berikut  : 
a. Membawa surat pengantar dari lurah stempat, melampirkan 
KTP dan KK sedangkan bagi WNA harus dilengkapi dengan 
SBPOA, surat fiscal dan dokumentasi kependudukan 
lainnya. 
b. Bagi penduduk yang pindah keluar wilayah Kecamatan Moyo 
Hilir makan KK dan KTP wajib di cabut. 
c. Apabila dalam kepala keluarga perpindahan yang terjadi 
hanya satu anggotanya saja, maka anggota yang pindah 
tersebut di coret dan di catat nomor dan tanggal kepindahan 
serta daerah yang di tuju. 






 4.  Legalisasi Surat – Surat Kependudukan Lainnya 
 Dalam mengajukan permohonan pembuatan atau legalisasi 
surat – surat kependudukan lainya diwajibkan kepada pemohon 
untuk membawa surat pengantar atau surat yang telah di 
rekomendasikan  oleh Lurah yang bersangkutan dan bukti – bukti 
pendukung yang di perlukan seperti KK, KTP dan akta catatan sipil. 
a. Legalisasi Ijin Mendirikan Bangunan 
Dalam mengajukan permohonan IMB, pemohon hanya 
membawa surat pengantar yang di tandatangani Lurah 
setempat dengan melengkapi syarat –syarat seperti status 
kepemilikan rumah, tanda bukti pelunasan PBB hingga tahun 
terakhir, gambar lokasi yang akan di bangun/renovasi 
b. Legalisasi Surat Ijin Temapat Usaha ( SITU ) 
Dalam mengajukan SITU, pemohon hanya membawa surat 
pengantar dari Kelurahan yang ditandatangani Lurah 
setempat dengan melengkapi syarat – syarat seperti status 
kepemilikan tempat usaha, jenis usaha,tanda bukti lunas PBB 
hingga tahun terkahir dan KTP. 
3.2.4. Sarana dan prasarana  
Pada tahun 2012 ini Kecamatan Moyo Hilir telah menabah 
peralatan kantor pendukung dinas, antara lain : Sepeda Motor 
sebagai alat trasportasi, brankas sebagai alat penyimpanan surat 




Sarana dan prasarana adalah salah satu aset penting dalam 
sebuah perkantoran di mana dapat membatu dalam kelancaran 
aktifitas pelayanan yang di lakukan khusnya di Kantor Kecamatan 
Moyo Hilir. 
Tabel 3.6 
Sarana prasaran di Kantor Kecamatan Moyo Hilir 
No Jenis Barang Jumlah Keterangan 
1 Motor 5 Baik 
2 Mesin Tik 7 Baik 
3 Komputer 5 Baik 
4 Loudspeaker 2 Baik 
5 Wirelees 1 Baik 
6 Microphone 3 Baik 
7 Telepone 2 Baik 
8 OHP 2 Baik 
9 Kipas Angin 3 Baik 
10 Printer 2 Baik 
11 Kabel & Konektor 1 set Baik 
12 Band Kas Kecil 2 Baik 
13 Rak Arsip 4 Baik 
14 Almari 5 Baik 
15 Filing Kabinet 6 Baik 
16 White Board 1 Baik 
17 Kursi Putar 2 Baik 
18 Kursi Rapat 125 Baik 
19 Kursi Kayu 11 Baik 
20 Meja Rapat 1 Baik 
21 Meja tulis 14 Baik 
22 Meja Komputer 3 Baik 
23 Meja & kursi tamu 1 set Baik 
24 Jam dinding 7 Baik 
25 Almari Besi / Brankas 1 Baik 
26 Meja Pimpong 1 Baik 
27 Mobil 1 Baik 










Pada bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang 
pelaksanaan layanan publik khususnya dalam pelayanan pembuatan 
Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), di Kantor Kecamatan Moyo Hilir. 
Disamping itu pula ditemukan beberapa factor yang mempengaruhi dalam 
pelayanan Kartu Tanda Penduduk. Dalam bab ini akan dikemukakan 
beberapa kesimpulan serta saran – saran yang berhubungan dengan hasil 
penelitian. 
1.1. Kesimpulan 
Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Analisis 
pelaksanaan Layanan Publik di Kantor Kecamatan Moyo Hilir, kuhusnya 
dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), ada 
beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu sebagai berikut : 
a. Kantor Kecamatan Moyo Hilir telah melaksanakan pelayanan 
khusunya dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 
dimana pencapaiyan pelayanan dilihat dari kepuasan masyarakat 
dalam beberapa indikator. Pelayanan yang diberikan aparat 
pemerintah di Kantor Camat moyo hilir sudah baik dilihat dari skor rata 
– rata yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu 
persyaratan pelayanan, keadilan dalam mendapatkan pelayanan 




prosedur pelayanan, kejelasan petugas dalam pelayanan, kedisiplinan 
petugas dalam pelayanan, tanggung jawab petugas dalam pelayanan, 
kecepatan dalam pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas 
dalam pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kepastian biaya 
pelayanan, kenyamanan lingkungan pelayanan, kemanan pelayanan, 
termasuk dalam kategori sedang atau memuaskan, dan kemampuan 
petugas dalam memberikan pelayanan, termasuk dalam kategori 
rendah atau kurang memuaskan. 
b. Pelaksanaan layanan publik di Kantor Kecamatan Moyo Hilir 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang merupakan faktor pendukung 
dan faktor penghambat dimana faktor tersebut memrikan dampak yang 
sanagat besar dalam pelayanan khusunya dalam pelayanan 
pembuatan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), yang menjadi faktor 
pendukung adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, 
adapun faktor penghambat adalah prilaku masayarakat dan 
kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan. 
1.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa 
saran sebagai berikut : 
a. Dengan memperhatikan pelaksanaan layanan khusunya dalam 
pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Kecamatan Moyo 
Hilir perlu adanya pembenahan dalam peningkatan kualitas pelyanan 




kedisiplinan pegawai dalam pemberian pelayanan, dimana dapat 
dilihat masi adanya aparat yang memberikan akses kepada 
masyarakat untuk melakukan hal – hal yang tidak sesuai dengan 
prosedur yang dapat merusak pencitraan birokrasi itu sendiri, kuhsus 
nya di Kantor Kecamatan Moyo Hilir. 
b. Dengan melihat hal – hal yang menjadi faktor penghambat 
terlaksananya pelayanan khusunya pelayanan Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) yaitu masih kurangnya kemapuan aparat dalam memberikan 
pelayanan, Kantor Camat Moyo Hilir harus secara sigap 
menanggulangi hal ini diamana kempaun aparat dapat dirasakan 
langsung dan memperoleh penilaiyan langsung dari masayarakat, 
peningkatan kemapuan aparat dapat dilakukan dengan salah satu cara 
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